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Menimbang:

Mengingal ;1.

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR b4 TAHUN 2008

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah
agar lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah |

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momar 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286} |

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor §, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomoer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2004 MNomor 104, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
MNomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4437),
sebagaimana tefah bebsrapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Momor 32 Tshun 2004 tentang Pemeniniahan Diaerah




(Lembaran Negara Republk Indonssia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844} ;

8. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

10.Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578},

11.Peraturan Pemernintah Nomar 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemernntah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4514);

12 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menter Dalam Negen NMomor 58 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

13, Peraluran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3)

14, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupalen Jepara (Lembaran Daerah
Kahupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Dasrah
Kabupaten Jepara Nomor &)

15, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Qrganisasi dan Tata Kerja Dinas Dasrah Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Momor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7)

16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomaor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kena Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8).

17.Peraturan Dasrah Kabupaten Jepara NMomor 11 Tahun 2008 tentang
Orgamisasi dan Tala Kerna Satuvan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9).

18. Peraturan Daesrah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Taia Kena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu




Kabupaten Jepara (Lembaran Dasrah Kabupaten Jepara Tahun 2008
Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10).

18. Peraturan Daerah Kabupafen Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kera xecamatan dan Kelurahan di Kabupaten
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13.
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Momor 11).

MEMUTUSKAN .

Mengtapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

el T

Daerah adalah Kabupaten Jepara

FPemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara

Bupat adalah Bupati Jepara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Jepara

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemenntahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut

FPengelolaan Keuvangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahzan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan dasrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang setanjulnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemernntah Daerah yang disetujui aleh DPFRD
tahun yang berkenaan

Satuan Kerja Perangkal Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dasrah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daesrah  selakue  Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Dasrah dengan pringsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,

menguji, menerima dan vang mengeluarkan.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala dasrah yang
karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan dasrah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dizingkat PPKD adalah
kepala Satuan Kerja Perangkat Daeran yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjulnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah

Pengguna Anggaran adalah pejabal pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungs:t SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut kuasa BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diber kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksankan sebagian tugas
dan fungsi SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PFK-SKFD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabal
pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan sualu
program sesual dengan bidang lugasnya

Bendahara Penerimaan adalah stal yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menalausahakan dan mempertanggungawaban uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk menarima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas
akuntansi vang menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan perianggungawaban berupa laparan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran [ Pengguna
Barang dan oleh karenanya wajb menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit Kerja adalah bagian dan SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

program.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan Kepala Dasrah yang dipimpin aleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan seria melaksanakan kebijakan Kepala Daerah
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Rencana Kera dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
Dokumen  persncanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan SKPD.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan. belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran,
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjulnya disingkat
DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar pelaksanaan perubahan anggarn oleh
pengguna anggaran,

Anggaran Kas adalah Dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersedlaan dana yang
cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam seliap periode

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang
menyalakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagal Dasar
penerbitan SPP

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang beranggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SFP Uang Persediaan dana yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah Dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran uniuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali ( revolving ) yang ftidal dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dekumen
yang diajukan bendahara pengeluaran urtuk permintaan pengganti uang persadiaan

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.



35. SPP Tambahan Uang persediaan yang sslanjuinya disingkat SPP-TU adalah
Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan
uang persedizan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

36, 8PP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permmtaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar penanjian kontrak kenga atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gajl dengan jumiah, penernma, peruntukan dan wakiu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK

37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang
digunakan/diterbitkan cleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

38. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
GU adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran uniuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dananya dipergunakan untuk mengganti vang persediaan yang telah dibelanjakan,

39. Sural Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkal
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan olgh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
karena kebutuhan dananya melebihi dan jumlah batas pagu vang persediaan yang
telah diletapkan sesuai dengan kelentuan

40. Sural Perintah Membayar Langsung yang selanjulnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga,

41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD
berdasarkan SPM.

BAB Il
Bagtan Pertama

Azasz Umum Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

(1.) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai uang/baranghkekayaan daerah wajib menyelenggarakan sislem dan

prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




(2.) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

dengan surat bukti yang menjadi dasar penenmaan danfatau pengeluaran atas

pelaksanaan AFBD bertanggung jawsb lerhadap kebenaran material dan akibat

yang timbul dan penggunaan surat bukti tersebut.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan

> 9 &0 oo

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD,

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM:

Pejabat yang dibern wewenang menandatangani SPJ;

Pejabat yang diben wewenang menandatangani SP2D,

Bendahara Penenmaan dan Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belan|a
hibah, belanja banluan sosial, belanja bagi hasil. belanja bantuan keuangan,
belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;

Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD;

Bendahara lain dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Peraturan ini

BAB I

KETENTUAN PERALIHAN

Pa=sal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai teknis pelaksanaanya diatur

oleh Bupati.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Paszl B
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Bernta Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 Oesernber 2po8

UPATI JEP

—
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 22 Betewby Zeof
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

LIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR .23 |




